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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. ICPO-INTERPOL tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam 

menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa dilakukan ICPO-

INTERPOL hanya memaksimalkan upaya fasilitas pemberian informasi 

apabila terjadi kejahatan internasional/ transnasional yang dilakukan NCB-

INTERPOL Indonesia saat ini adalah berupa terobosan sistem komunikasi 

kepolisian global 1-24/7. Sistem ini merupakan sistem konikasi yang 

terkoneksi ke instansi penegak hukum ke 190 negara anggota ICPO-

INTERPOL untuk berbagai informasi krusial tentang kejahatan dan 

aktifitas kejahatan selam 24 jam sehari. Deangan menggunakan 1-24/7, 

NCB-INTERPOL Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengcekan 

data dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data 

tentang teroris, pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen pejalanan yang 

hilang atau di curi, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang di 

curi dan lain-lain. 

2. Upaya NCB Interpol Indonesia berperan sebagai fasilitator antara 

Indonesia dan Interpol yang hanya menyelenggarakan tupoksi atau tugas 

pokok dan fungsinya sebagai NCB Interpol di Indonesia dengan menaati 

Konstitusi ICPO - Interpol 1956 dan hukum Indonesia, yaitu UU Nomor 2 

Tahun 2002 pasal 13 dan 15 (e). NCB Interpol Indonesia tidak dapat 

melakukan upaya secara investigatif terhadap kasus transnational internet 
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fraud dikarenakan hal tersebut tidak tertulis di dalam kedua sumber 

kewenangannya sehingga itu bukan merupakan wewenang yang dimiliki 

NCB Interpol Indonesia, sehingga honggo wendratno yang fakta 

hukumnya berada di Singapura tidak dapat dilakukan penangkapan/ 

ekstradisi karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan 

Singapura. 

B. Saran 

1. Saran penulis terhadap ICP-INTERPOL seharusnya memiliki kewenangan 

yang lebih dalam membrantas kejahatan Internasional/ transnasional, 

sehingga lebih memudahkan dalam pencarian/ penangkapan pelaku 

kejahatan yang melarikan diri keluar negeri 

2. Saran penulis kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah lebih banyak 

lagi melakukan perjanjian Internasional terhadap negara anggota Interpol 

supaya lebih memudahkan dalam pencarian/  penangkapan terhadap 

pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri. 
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